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ABSTRACT 

The purpose of this research is to 
determine the effect of the effectiveness of 
the regional financial accounting system, 
financial accountability, and work motivation 
on the performance of the Bandung district 
local government 

The number of samples in this 
research were 30 respondents. 
Respondents taken in this study are the 
Financial and Asset Agency of the Bandung 
Regency. in this research, the respondents 
taken were the Finance and Assets Agency 
in the Bandung district. The method used in 
this research is descriptive and verification 
with quantitative approaches. The data 
source used from primary data with data 
collection techniques in the case study 
method using a questionnaire. In this 
research, the analytical method used 
Structural Equation Modelling (SEM) through 
the Partial Least Square (PLS) approach 
using software SmartPLS 2.0.  

The results of this research indicate 
that the Regional Financial Accounting 
System significantly influences on the Local 
Government Performance (31.8%), 
Financial Accountability has a significant 
effect on the Local Government Performance 

(21.4%), Work Motivation has a significant 
effect on the Local Government Performance 
by (21.6%). 

Keywords: local financial accounting 
system, financial accountability, work 
motivation, local government performance 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Peningkatan daya saing daerah 
merupakan gambaran evaluasi kinerja 
mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan atau 
program atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 
misi organisasi yang tertuang dalam 
strategic planning suatu organisasi. 
Istilah kinerja sering digunakan untuk 
menyebut prestasi dan apabila anggota 
atau karyawannya baik dan berkualitas, 
maka kinerja pemerintah daerah akan 
menjadi baik dan berkualitas juga. 
Kinerja pemerintah daerah dikatakan 
baik dapat dilihat dari pencapaian hasil 
yang dilaksanakan secara nyata dan 
maksimal (Mohamad Mahsun, 2012:25). 
Kinerja pemerintah daerah merupakan 
pencapaian sasaran, ataupun tujuan 
instansi pemerintah sebagai penjabaran 
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visi misi, dan startegis instansi yang 
mengindikasi keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan 
kebijakan yang di tetapkan. Kebijakan 
dalam melaksanakan kinerja pemerintah 
daerah dapat ditentukan dengan 
kemampuan sistem pengukuran kinerja  
untuk  meningkatkan  kinerja,  
transparansi,  dan  akuntabilitas  kinerja 
instansi  pemerintah  ternyata  masih  
sering  dipertanyakan,  baik  diluar  
negeri maupun   di   Indonesia.   Hal   ini   
akibat   dari   banyaknya   penelitian   
yang menunjukkan bahwa adanya 
masalah dalam implementasi system 
pengukuran kinerja ini (Fachruzzaman 
dan Norman, 2010).   

Sistem akuntansi keuangan daerah 
merupakan proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan 
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 
pemerintah daerah (kabupaten, kota atau 
provinsi) yang dijadikan sebagai informasi 
dalam rangka pengambilan keputusan 
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas 
pemerintah daerah (kabupaten, kota atau 
provinsi) yang memerlukan. (Abdul Halim 
dan Muhammad Syam Kusufi 2012:43). 
Dalam mengelola keuangan daerah yang 
baik dibutuhkan yang namanya sistem 
akuntansi yang mengatur keuangan daerah 
agar tercapainya pengelolaan keuangan 
daerah yang baik. Dalam hal ini sistem 
akuntansi berperan dalam kegiatan yang 
akan dilakukan oleh pemerintah daerah 
sekaligus mengukur kinerja pemerintah 
daerah (Usman dan Lukman 2014).  

Menurut Abdul Halim (2007:40) 
untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah yang baik dapat dilakukan 
melalui pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang 
ada. Selain itu adanya penyajian laporan 
keuangan atau laporan neraca yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat 
melaporkan akuntabilitas secara 
keseluruhan dari entitas pemerintahan dapat 
meningkatkan nilai akuntabilitas yang baik. 

Motivasi kerja berperan penting 
bagi kinerja dengan dapat memberikan 
energy yang menggerakan segala 
potensi yang ada, menciptakan 
keinginan yang tinggi dan luhur, serta 

meningkatkan kebersamaan. Ada dua 
aspek motivasi antara lain dari segi pasif 
dimana motivasi tampak sebagai 
kebutuhan dan sekaligus pendorong, 
dan dari segi statis dimana motivasi 
tampak sebagai satu usaha positif dalam 
menggerakkan daya dan potensi tenaga 
kerja agar secara produktif berhasil 
mencapai tujuan yang telah di tetapkan 
sebelumnya ( Hasibuan, 2008). 

Merujuk pada pengertian 
(Mangkunegara, 2007:14) yang 
menjelaskan motivasi sebagai sikap 
(attitude) seseorang atas situasi kerja 
(situation) dilingkungan kerjanya,  dan 
jika seseorang bersikap positif (pro) 
terhadap situasi kerjanya akan 
menunjukkan motivasi yang tinggi juga 
menghasilkan kinerja yang tinggi pula. 
Sebaliknya jika karyawan bersikap 
negatif (kontra) terhadap situasi 
kerjanya, menunjukkan motivasinya 
dalam bekerja rendah, sehingga 
kinerjanya juga menjadi rendah. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu : 
1) Seberapa besar  pengaruh  

efektifitas sistem akuntansi 
keuangan  terhadap  kinerja  
pemerintah daerah.  

2) Seberapa besar pengaruh 
Akuntabilitas keuangan terhadap  
kinerja pemerintah daerah. 

3) Seberapa besar pengaruh 
Motivasi kerja terhadap  kinerja 
pemerintah daerah. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berkaitan erat 
dengan rumusan masalah yang 
dituliskan. Adapun tujuan penelitian ini 
diantaranya sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui seberapa 
besar Pengaruh Efektifitas Sistem 
Akuntansi Keuangan terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah. 

2) Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh akuntabilitas 
keuangan terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah. 
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3) Untuk mengetahui seberapa 
besar Motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah 

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA 
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
2.1. KAJIAN PUSTAKA 
2.1.1. Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 

Menurut Abdul Halim & Syam 
Kusufi. (2012: 94) Sistem akuntansi 
keuangan pemerintah daerah 
merupakan suatu sistem yang secara 
komprehensif mengatur prosedur-
prosedur akuntansi penerimaan dan 
pengeluaran kas, prosedur akuntansi 
selain kas, dan prosedur akuntansi aset” 

 Menurut Erlina Rasdianto (2013:6)  
Sistem akuntansi keuangan daerah 
adalah sistem akuntansi yang meliputi 
proses pencatatan, penggolongan, 
penafsiran, peringkasan transaksi atau 
kejadian keuangan serta pelaporan 
keuangan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pendapatan belanja daerah 
(APBD). 
2.1.2. Akuntabilitas Keuangan  

Menurut Penny Kusumastuti 
(2014:2) Akuntabilitas adalah bentuk 
kewajiban penyedia penyelenggaraan 
kegiatan publik untuk dapat menjelaskan 
dan menjawab segala hal menyangkut 
langkah dari seluruh keputusan dan 
proses yang dilakukan, serta 
pertanggungjawaban terhadap hasil 
kinerjanya. 

menurut Abdul Hafiz Tanjung 
(2014:11) Mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kegiatan suatu entitas 
pelaporan yang dipercayakan kepada 
entitas pelaporan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara 
periodik 
2.1.3. Motivasi Kerja  

menurut Edy Sutrisno (2016:128)  
motivasi adalah kondisi yang 
mendorong seseorang untuk mencapai 
prestasi secara maksimal. 

Menurut Hasibuan (2013:141) 
Motivasi berasal dari kata Latin movere 
yang berarti dorongan atau 
menggerakan. Motivasi (motivation) 
dalam manajemen hanya ditujukan pada 
sumber daya manusia umumnya dan 

bawahan khususnya. Motivasi 
mempersoalkan bagaimana caranya 
mengarahkan daya dan potensi 
bawahan agar mau bekerja sama secara 
produktif berhasil mencapai dan 
mewujudkan tujuan yang telah 
ditentukan 
2.1.4. Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Eko Widodo (2015:133) 
Kinerja adalah tingkatan pencapaian 
hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 
sebagai tingkat pencapaian atau hasil 
kerja seseorang dari sasaran yang harus 
dilaksanakan dalam kurun waktu 
tertentu. 

Menurut Mahsum (2006:81) 
Kinerja Pemerintah adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam 
strategic planning suatu organisasi. 
Berdasarkan pengertian tersebut 
menunjukan bahwa kinerja pemeritah 
daerah merupakan hasil dari 
pencapaian program/kebijakan 
pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya pada suatu organisasi 

2.2. Kerangka Pemikiran 
2.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Abdul Halim dan 
Muhammad Syam Kusufi (2014:27) 
menyatakan sebagai berikut: “Sistem 
dan prosedur yang dimaksudkan dalam 
bidang akuntansi disebut dengan sistem 
akuntansi atau sistem informasi 
akuntansi. Dalam lingkup pengelolaan 
keuangan negara atau penganggaran 
sektor publik, sistem akuntansi 
keuangan daerah diperlukan pada tahap 
pelaksanaan, hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah”. 
2.2.2. Pengaruh Akuntabilitas 

Keuangan Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Menurut Rakhmat (2017:143) 
akuntabilitas berarti kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan apa yang 
telah dilakukan, berdasarkan fungsinya 
menyajikan informasi mengenai 
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keputusan-keputusan dan tindakan yang 
diambil selama operasinya suatu entitas 
untuk me-review sebagaimana halnya 
dengan purasahaan, lembaga 
pemerintahan untuk menilai kinerjanya. 
2.2.3. Pengaruh Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah 

menurut  (Afin Murti,2012:215) 
Motivasi mempersoalkan bagaimana 
cara mengarahkan daya dan potensi 
karyawan agar mau bekerja sama 
secara produktif untuk mencapai dan 
mewujudkan tujuan yang telah 
ditentukan supaya karyawan mau 
bekerja giat dan antusias mencapai hasil 
yang optimal, sehingga dengan adanya 
motivasi yang baik dapat mempengaruhi 
dan meningkatkan kinerja karyawan. 

 
2.3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran 
maka hipotesis dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
H1 : Pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah terhadap 
Kinerja Pemerintah   Daerah 

H2 : Akuntabilitas Keuangan terhadap 
Kinerja Pemerintahan Daerah 

H3 : Motivasi Kerja terhadap Kinerja 
Pemerintahan Daerah. 

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
3.1. Metode Penelitian Yang 

Digunakan 

Menurut sugiyono (2014:2) 
Metode penelitian merupakan cara 
untuk mendapatkan data yang valid 
dengan tujuan dapat ditemukan, 
dikembangkan, dan dibuktikan pada 
suatu pengetahuan tertentu sehingga 
pada gilirannya dapat digunakan untuk 
memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi masalah. Pada 
penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dan verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Dikarenakan 
dengan metode ini akan mengetahui 
signifikan atau tidaknya antar variable 
yang di teliti.  

 
3.2. Operasional Variabel 

Menurut Umi Narimawati 

(2010:31) Operasional variabel adalah 

proses penguraian variabel penelitian ke 

dalam sub variabel, dimensi, indikator 

sub variabel, dan pengukuran. Adapun 

syarat penguraian operasionalisasi 

dilakukan bila dasar konsep dan 

indikator masing-masing variabel sudah 

jelas, apabila belum jelas secara 

konseptual maka perlu dilakukan 

analisis factor. Operasional Variabel 

untuk menentukan jenis dan indikator 

sehingga dapat dilakukan pengujian 

hipotesis menggunakan alat statistic 

sesuai dengan judul penelitian ini. 

Operasional variabel penelitian ini 

disajikan dalam table 3.1   

3.3. Populasi dan Sampel 
3.3.1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini 
adalah 40 pegawai pada Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bandung  
3.3.2. Sampel 

Dalam penelitian ini diperoleh 
sampel yaitu 30 pegawai pada Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bandung  

3.4. Metode Pengujian Data 
3.4.1. Uji Validitas  

Menurut Hair, et al. (2014:121) uji 
validitas bertujuan untuk mengukur 
kualitas instrumen (kuesioner) yang 
digunakan, dan menunjukkan tingkat 
kesahihan suatu instrumen (kuesioner), 
serta seberapa baik suatu konsep dapat 
diukur oleh suatu alat ukur. 
3.4.2. Uji Reabilitas  

Menurut Umi Narimawati 
(2010:43) uji realibitas didefinisikan 
sebagai berikut: Untuk menguji 
kehandalan atau kepercayaan alat 
pengungkapan dari data. Dengan 
diperoleh nilai r dari uji validitas yang 
menunjukkan hasil indeks korelasi 
yang menyatakan ada atau tidaknya 
hubungan antara dua belahan 
instrument”.  

 

4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  
4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Analisis Deskriptif 



5 

 

Analisis ini di gunakan untuk 
mengetahui tanggapan responden 
terhadap setiap pertanyaan yang di 
ajukan maupun variabel penelitian 
secara keseluruhan yang meliputi sistem 
akuntansi keuangan daerah, 
akuntabilitas keuangan, motivasi kerja 
terhadap kinerja pemerintah daerah 
pada BPKAD Kabupaten Bandung. 

4.1.1.1. Tanggapan Responden 
mengenai Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah 

hasil perhitungan persentase total 
skor dari variabel Sistem Akuntansi 
Daerah sebesar 403 (67,16%) berada 
di antara interval 52%-68%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel Sistem Akuntansi Daerah 
berada dalam kategori cukup baik 

4.1.1.2. Tanggapan Responden 
Mengenai Akuntabilitas 
Keuangan  

hasil perhitungan persentase total 
skor dari variabel Akuntabilitas 
Keuangan sebesar 407 (67,83%) 
berada di antara interval 52%-68%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variabel Akuntabilitas 
Keuangan berada dalam kategori 
cukup baik 
4.1.1.3. Tanggapan Responden 

Mengenai Motivasi Kerja  

hasil perhitungan persentase total 
skor dari variabel Motivasi Kerja 
sebesar 508 (67,73%) berada di 
antara interval 52%-68%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel Motivasi Kerja berada dalam 
kategori cukup baik 
4.1.1.4. Tanggapan Responden 

Mengenai Kinerja Pemerintah 
Daerah 

hasil perhitungan persentase total 
skor dari variabel Kinerja Pemerintah 
Daerah sebesar 407 (67,83%) berada 
di antara interval 52,01%-68,00%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variabel Kinerja Pemerintah 
Daerah berada dalam kategori cukup 
baik. 

4.1.2. Analisis Verifikatif  
4.1.2.1. Pengujian Model 

Struktural (outer Model) 
1) Uji Validitas  

a) Convergent Validity 
nilai outer loading  untuk tiap 

indikator konstruk, adapun 
untuk menilai convergent 
validity nilai outer loading harus 
lebih dari 0,5-0,6 tergolong 
cukup, sedangkan jika lebih 
besar dari 0,7 maka dikatakan 
tinggi, serta nilai average 
variance extracted (AVE) dan 
nilai communality harus ≥ 0,5. 
b) Discriminant Validity 

dilihat dari pengukuran 
cross loading factor dengan 
konstruk dan perbandingan akar 
AVE dengan korelasi variabel 
laten. Jika korelasi konstruk 
dengan pokok pengukuran 
(setiap indikator) lebih besar 
daripada ukuran konstruk 
lainnya maka konstruk laten 
memprediksi indikatornya lebih 
baik dari konstruk lainnya 

2)  Uji Reabilitas 

    Nilai Composite Reliability  
(CR) setiap variabel laten 
melebihi 0,7 Imam Ghozali 
(2013:212) sehingga modell 
dinyatakan memiliki reliabilitas 
yang tinggi. 

3)  Evaluasi Fit Test Of 
Combination Model (Seluruh 
Model) 

uji kecocokan untuk 
memvalidasi model secara 
keseluruhan, menggunakan 
nilai Goodness of Fit (GoF). GoF 
merupakan ukuran tunggal yang 
digunakan untuk memvalidasi 
performa gabungan antara 
model pengukuran dan model 
struktural, yang diperoleh dari 
akar nilai rata-rata communality 
dikalikan dengan akar nilai rata-
rata R-square, Nilai GoF 
terbentang antara 0-1 dengan 
interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 
(GoF moderat); dan 0,36 (GoF 
substansial) (Uce 
Indahyanti:2013). 
 

4.1.2.2. Pengujian Model Struktural 
(Inner Model) 
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1) Nilai kolerasi yang diperoleh 
dari variabel Sistem 
Akuntansi Keuangan 
Daerah (X1) 0,851. Nilai 
tstatistik yang diperoleh 
sebesar 2,067 lebih besar 
dari nilai tkritis yang di peroleh 
sebesar 1,310. Dengan 
demikian bahwa hubungan 
yang terjadi antara sistem 
akuntansi keuangan daerah 
dengan kinerja pemerintah 
daerah berhubungan secara 
signifikan. Nilai Koefisien 
Determinasi (R2) sistem 
akuntansi keuangan daerah 
memberikan pengaruh 
sebesar 0,318 atau 31,8% 
terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Sedangkan gap 
sebesar 0,682 atau 68,2% 
merupakan variabel yang 
tidak diteliti. 

2) Nilai kolerasi yang diperoleh 
Akuntabilitas Keuangan (X2) 
0,829. Nilai tstatistik yang di 
peroleh sebesar 1,4208 
lebih besar dari nilai tkritis 

yang diperoleh sebesar 
1,310. Dengan demikian 
bahwa hubungan yang 
terjadi antara akuntabilitas 
keuangan dengan kinerja 
pemerintah daerah 
berhubungan secara 
signifikan. Nilai Koefisien 
Determinasi (R2) sistem 
akuntansi keuangan daerah 
memberikan pengaruh 
sebesar 0,214 atau 21,4 % 
terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Sedangkan gap 
sebesar 0,786 atau 78,6% 
merupakan variabel yang 
tidak diteliti. 

3) Nilai kolerasi yang diperoleh 
dari variabel Motivasi Kerja 
(X3) 0,835. Nilai tstatistik yang 
diperoleh sebesar 1,3566 
lebih besar dari nilai tkritis 

yang di peroleh sebesar 
1,310. Dengan demikian 
bahwa hubungan yang 
terjadi antara motivasi kerja 

dengan kinerja pemerintah 
daerah berhubungan secara 
signifikan. Nilai Koefisien 
Determinasi (R2) sistem 
akuntansi keuangan daerah 
memberikan pengaruh 
sebesar 0,216 atau 21,6% 
terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Sedangkan gap 
sebesar 0,784 atau 78,4% 
merupakan variabel yang 
tidak diteliti. 

4) terlihat nilai R Square yang 
diperoleh adalah sebesar 
0,748 atau 74,8%. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa 
Sistem Akuntansi Keuangan 
(X1), Akuntabilitas 
Keuangan (X2) dan Motivasi 
Kerja (X3) secara bersama-
sama memberikan 
pengaruh sebesar 74,8% 
terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah (Y), 
sedangkan sebanyak (1-R 
Square) 25,2% sisanya 
merupakan besar kontribusi 
pengaruh yang diberikan 
oleh faktor lain yang tidak 

diteliti () dalam penelitian 
ini. 

4.1.2.3. Pengujian Hipotesis 
a) Nilai tstatistic untuk variabel X1 

diperoleh sebesar 2,067, Nilai 
tersebut lebih besar dari 1,31 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho di tolak dan Ha 
diterima artinya sistem 
akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah 
dengan memberikan pengaruh 
kontribusi sebesar 31,8% 

b) Nilai tstatistic untuk variabel X2 
diperoleh sebesar 1,4208, Nilai 
tersebut lebih besar dari 1,31 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho di tolak dan Ha 
diterima artinya akuntabilitas 
keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah dengan 
memberikan pengaruh 
kontribusi sebesar 21,4% 



7 

 

c) Nilai tstatistic untuk variabel X3 
diperoleh sebesar 1,3566, Nilai 
tersebut lebih besar dari 1,31 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho di tolak dan Ha 
diterima artinya motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah 
dengan memberikan pengaruh 
kontribusi sebesar 21,6% 
 

4.2. Pembahasan 
4.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian 
dilapangan, sistem akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh 
sebesar 31,8% terhadap kinerja 
keuangan daerah dengan nilai 
korelasi sebesar 0,851 yang berarti 
sistem akuntansi keuangan daerah 
memberikan pengaruh yang tinggi 
arah positif terhadap kinerja 
keuangan daerah. Arah hubungan 
positif sistem akuntansi keuangan 
daerah dengan kinerja keuangan 
daerah menunjukan bahwa sistem 
akuntansi keuangan daerah yang 
semakin baik akan diikuti dengan 
peningkatan kinerja keuangan 
daerah baik pula. Jadi dari hasil 
penelitian ini diketahui bahwa sistem 
akuntansi keuangan daerah 
memberikan pengaruh sebesar 
31,8% terhadap kinerja keuangan 
daerah, sedangkan sisanya 68,2% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti. 

Dalam pengujian hipotesis 
dapat dilihat bahwa nilai thitung 
sebesar 2,067 lebih besar dari ttabel 
(1,310) yang menunjukkan bahwa 
model yang dibentuk oleh hipotesis 
1 signifikan. Artinya sistem 
akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan daerah 

Hasil penelitian ini didukung 
oleh teori Abdul Halim dan 
Muhammad Syam Kusufi (2014:27) 
mengatakan bahwa Sistem dan 
prosedur yang dimaksudkan dalam 
bidang akuntansi disebut dengan 

sistem akuntansi atau sistem 
informasi akuntansi. Dalam lingkup 
pengelolaan keuangan negara atau 
penganggaran sektor publik, sistem 
akuntansi keuangan daerah 
diperlukan pada tahap pelaksanaan, 
hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah.  

Hasil penelitian ini juga 
didukung hasil penelitian terdahulu 
oleh Rahmad Hidayat (2015), Ismail 
Molamahu (2015) dan Wawan 
Sukmana dan Lia Anggarsari (2009) 
yang dimana hasil penelitiannya 
mengemukakan bahwa system 
akuntansi pemerintah daerah 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah  

4.2.2. Pengaruh Akuntabilitas 
Keuangan terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian 
dilapangan, akuntabilias keuangan 
berpengaruh sebesar 21,4% 
terhadap kinerja pemerintah daerah 
dengan nilai korelasi sebesar 0,829 
yang berarti akuntabilias keuangan 
memberikan pengaruh yang tinggi 
arah positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Arah hubungan 
positif akuntabilias keuangan 
dengan kinerja pemerintah daerah 
menunjukan bahwa akuntabilias 
keuangan yang semakin baik akan 
diikuti dengan kinerja pemerintah 
daerah baik pula. Jadi dari hasil 
penelitian ini diketahui bahwa 
akuntabilias keuangan memberikan 
pengaruh sebesar 21,4% terhadap 
kinerja pemerintah daerah, 
sedangkan sisanya 78,6% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti. 
 Dalam pengujian hipotesis 
dapat dilihat bahwa nilai thitung 
sebesar 1,421 lebih besar dari ttabel 
(1,310) yang menunjukkan bahwa 
model yang dibentuk oleh hipotesis 
1 signifikan. Artinya akuntabilias 
keuangan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Hasil penelitian ini didukung 
oleh teori Rakhmat (2017:143) yang 
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menyatakan bahwa akuntabilitas 
merupakan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan apa 
yang telah dilakukan, berdasarkan 
fungsinya menyajikan informasi 
mengenai keputusan-keputusan 
dan tindakan yang diambil selama 
operasinya suatu entitas untuk me-
review sebagaimana halnya dengan 
purasahaan, lembaga pemerintahan 
untuk menilai kinerjanya. 

Dan didukung oleh hasil 
penelitian terdahulu oleh Lucy 
Auditya (2013), Egrinaen Mauliziska 
Nugraheni Putri (2015) menyatakan 
bahwa penerapan akuntabilitas 
keuangan berpengaruh terhadap 
kinerja instansi pemerintah daerah.  

4.2.3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian 
dilapangan, motivasi kerja 
berpengaruh sebesar 21,6% 
terhadap kinerja pemerintah daerah 
dengan nilai korelasi sebesar 0,835 
yang berarti motivasi kerja 
memberikan pengaruh yang tinggi 
arah positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Arah hubungan 
positif motivasi kerja dengan kinerja 
pemerintah daerah menunjukan 
bahwa motivasi kerja yang semakin 
baik akan diikuti dengan kinerja 
pemerintah daerah baik pula. Jadi 
dari hasil penelitian ini diketahui 
bahwa motivasi kerja memberikan 
pengaruh sebesar 21,6% terhadap 
kinerja pemerintah daerah, 
sedangkan sisanya 78,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti. 

Dalam pengujian hipotesis 
dapat dilihat bahwa nilai thitung 
sebesar 1,357 lebih besar dari ttabel 
(1,310) yang menunjukkan bahwa 
model yang dibentuk oleh hipotesis 
1 signifikan. Artinya motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah. 

Hasil penelitian ini didukung 
oleh teori Afin Murti (2012:215) yang 
mengatakan bahwa Motivasi 
mempersoalkan bagaimana cara 

mengarahkan daya dan potensi 
karyawan agar mau bekerja sama 
secara produktif untuk mencapai 
dan mewujudkan tujuan yang telah 
ditentukan supaya karyawan mau 
bekerja giat dan antusias mencapai 
hasil yang optimal, sehingga dengan 
adanya motivasi yang baik dapat 
mempengaruhi dan meningkatkan 
kinerja karyawan 

Dan didukung oleh hasil 
penelitian terdahulu oleh Pilatus 
Deikme (2013),dan menurut 
penelitian (Nelfiane Datalamon, 
2018) mengatakan bahwa motivasi 
kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai 

 
5.  Kesimpulan dan Saran  
5.1. Kesimpulan  

1) Sistem Akuntansi Keuangan 
berpengaruh signifikan Terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah. Dan 
bersifat positif yang artinya apabila 
Sistem Akuntansi Keuangan baik 
maka Kinerja Pemerintah Daerah 
akan mengalami peningkatan, dan 
sebalik nya apabila Sistem 
Akuntansi Keuangan kurang baik 
maka Kinerja Pemerintah Daerah 
akan menurun. permasalahan yang 
terjadi pada system akuntansi 
keuangan daerah bahwa hasil 
temuannya itu pencatatan aset yang 
tidak tertib. terjadi karena system 
akuntansi keuangan daerah belum 
optimal. Kekurangoptimalan system 
akuntansi keuangan daerah ditandai 
dengan hasil penelitian dilapangan 
yang menunjukkan bahwa system 
akuntansi keuangan daerah masih 
terdapat kelemahan dalam 
menjalankan tugasnya  

2) Akuntabilitas Keuangan 
berpengaruh signifikan Terhadap 
Kinerja Pemerintah Daerah. Dan 
bersifat positif, artinya apabila 
Akuntabilitas Keuangan baik maka 
Kinerja Pemerintah Daerah akan 
mengalami peningkatan, dan sebalik 
nya apabila Akuntabilitas Keuangan 
kurang baik maka Kinerja 
Pemerintah Daerah akan menurun. 
permasalahan yang terjadi pada 
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akuntabilitas keuangan bahwa hasil 
temuannya itu masih rendahnya 
tingkat akuntabilitas kabupaten 
karena tujuan atau sasaran yang 
ditetaapkan tidak berorientasi pada 
hasil sehingga program/kegiatan 
yang ditetapkan tidak berkaitan 
dengan sasaran. Masih rendahnya 
akuntabilitas keuangan ditandai 
dengan hasil penelitian dilapangan 
yang menunjukkan bahwa 
akuntabilitas keuangan masih 
terdapat kelemahan 

3) Motivasi Kerja berpengaruh 
signifikan Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah. Dan bersifat 
positif, artinya apabila Motivasi Kerja 
baik maka Kinerja Pemerintah 
Daerah akan mengalami 
peningkatan, dan sebalik nya 
apabila Motivasi Kerja kurang baik 
maka Kinerja Pemerintah Daerah 
akan menurun. permasalahan yang 
terjadi pada motivasi kerja bahwa 
hasil temuannya itu karyawan 
kehilangan motivasi kerja karena 
beberapa faktor salah satunya tidak 
pernah mendapat pujian dari atasan, 
rekan kerja, teman. Masih 
rendahnya motivasi kerja ditandai 
dengan hasil penelitian dilapangan 
yang menunjukkan bahwa motivasi 
kerja masih terdapat kelemahan. 

 
5.2. Saran 
5.2.1.  Saran Operasional   

1) Untuk mengatasi masalah dalam 
kinerja pemerintah daerah, 
khususnya dalam melakukan 
pencatatan dan pelaporan 
keuangan, sebaiknya harus lebih 
memperhatikan aturan aturan yang 
terdapat dalam Standar Akuntansi 
Pemerintah. Apabila terjadi 
kesalahan menyangkut pencatatan 
sebaiknya diberikan sanksi agar 
masalah tersebut tidak terulang 
kembali. Hal ini dimaksudkan agar 
pelaksanaan kinerja dapat 
meningkat apabila pencatatannya 
sudah dicatat dengan baik.  

2) Agar Kinerja Pemerintah Daerah 
berjalan baik maka diperlukan 
akuntabilitas keuangan untuk 

memperbaiki masalah menyangkut 
bukti pertanggungjawaban yang 
belum lengkap. Dengan cara 
mengumpulkan bukti transaksi/bukti 
pertanggungjawaban yang sudah 
lengkap akan membuat penilaian 
kinerja menjadi bagus  

3) Agar Kinerja Pemerintah Daerah 
berjalan baik maka diperlukan 
motivasi kerja agar karyawan mau 
bekerja giat dan antusias agar 
mencapai hasil yang optimal. 
Dengan cara memberikan 
penghargaan/pengakuan dari rekan 

kerja, atasan serta mendapatkan 

relasi dan kolega.  

 
5.2.2.  Saran Akademis  

1) Bagi Perkembangan Ilmu 
Akuntansi 

Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah 
wawasan ilmu pengetahuan dan 
pemahaman terkait peningkatan 
kinerja pemerintah daerah yang 
dipengaruhi oleh sistem akuntansi 
keuangan, akuntabilitas keuangan, 
motivasi kerja serta sebagai 
masukan dan tambahan referensi 
bagi para pembaca. 

 
2) Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lainya yang 
akan melakukan penelitian, 
dikarenakan masih banyak faktor 
lain yang mampu berpengaruh diluar 
penelitian ini, diharapkan dapat 
melakukan penelitian menggunakan 
variabel – variabel lain diluar 
variabel pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen 

No Variabel No. 
Koefisien 

Validitas 
Titik Kritis Keterangan 

1 

Sistem Akuntansi 

Keuangan (X1) 

Item 1 0,908 0,3 Valid 

2 Item 2 0,962 0,3 Valid 

3 Item 3 0,952 0,3 Valid 

4 Item 4 0,940 0,3 Valid 

5 

Akuntabilitas 

Keuangan(X2) 

Item 5 0,916 0,3 Valid 

6 Item 6 0,805 0,3 Valid 

7 Item 7 0,886 0,3 Valid 

8 Item 8 0,953 0,3 Valid 

9 

Motivasi Kerja (X3) 

Item 9 0,883 0,3 Valid 

10 Item 10 0,907 0,3 Valid 

11 Item 11 0,881 0,3 Valid 

12 Item 12 0,841 0,3 Valid 

13 Item 13 0,883 0,3 Valid 

14 

Kinerja Pemerintah 

Daerah (Y) 

Item 14 0,746 0,3 Valid 

15 Item 15 0,839 0,3 Valid 

16 Item 16 0,839 0,3 Valid 

17 Item 17 0,762 0,3 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Koefisien 

Reliabilitas 

Nilai 

Kritis 

Kesimpulan 

Sistem Akuntansi Keuangan (X1) 0,962 0,7 Reliabel 

Akuntabilitas Keuangan (X2) 0,940 0,7 Reliabel 

Motivasi Kerja (X3) 0,982 0,7 Reliabel 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 0,985 0,7 Reliabel 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019 

 

 

 

 



12 

 

Tabel 4.11 

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai 

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan 

No Indikator 
Skor 

Aktual 
Skor Ideal 

% Skor 

Aktual 
Kriteria 

1 
Pengindentifikasian Akuntansi 

Keuangan 
102 150 68,00% Cukup 

Baik 

2 Pengukuran Akuntansi Keuangan 102 150 68,00% Cukup 

Baik 

3 Pencatatan Akuntansi Keuangan 98 150 65,33% Cukup 

Baik 

4 Pelaporan Akuntansi Keuangan 101 150 67,33% Cukup 

Baik 

 Total 403 600 67,16% 
Cukup 

Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019 

Tabel 4.16 

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai 

Variabel Akuntabilitas Keuangan  

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 

% Skor 

Aktual 
Kriteria 

1 Hukum dan kejujuran akuntabilitas 102 150 68,00% Baik 

2 Akuntabilitas proses 106 150 70,67% Baik 

3 
Akuntabilitas program 98 150 65,33% 

Cukup 

Baik 

4 
Akuntabilitas kebijakan 101 150 67,33% 

Cukup 

Baik 

 
Total 407 600 67,83% 

Cukup 

Baik 
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Tabel 4.22 

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai 

Variabel Motivasi Kerja 

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 

% Skor 

Aktual 
Kriteria 

1 Kebutuhan fisik 102 150 68,00% Baik 

2 Kebutuhan rasa aman 105 150 70,00% Baik 

3 
Kebutuhan social 101 150 67,33% 

Cukup 

Baik 

4 
Kebutuhan harga diri 98 150 65,33% 

Cukup 

Baik 

5 Kebutuhan aktualisasi diri 102 150 68,00% Baik 

 
Total 508 750 67,73% 

Cukup 

Baik 

Tabel 4.27 

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai 

Kinerja Pemerintah Daerah 

No Indikator 
Skor 

Aktual 
Skor Ideal 

% 

Skor 

Aktual 

Kriteria 

1 
Masukan kinerja pemerintah daerah 

99 150 66,00% 
Cukup 

Baik 

2 Proses kinerja pemerintah daerah 103 150 68,67% Baik 

3 Output kinerja pemerintah daerah 103 150 68,67% Baik 

4 Outcome kinerja pemerintah daerah 102 150 68,00% Baik 

 Total 407 600 67,83% 
Cukup 

Baik 
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Tabel 4.34 

Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis 

(Path Coefficients) 

  Original Sample (O) T Statistics 

(|O/STERR|) 

Sistem Akuntansi Keuangan (X1) -> 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 
0,374043 2,0674 

Akuntabilitas Keuangan (X2) -> Kinerja 

Pemerintah Daerah (Y) 
0,257861 1,4208 

Motivasi Kerja (X3) -> Kinerja Pemerintah 

Daerah (Y) 
0,258617 1,3566 

Tabel 4.35 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien Jalur 

Struktural 

Korelasi dengan 

Y 

Pengaruh (%) 

Sistem Akuntansi Keuangan (X1) -> 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 
0,374 0,851 31,8% 

Akuntabilitas Keuangan (X2) -> Kinerja 

Pemerintah Daerah (Y) 
0,258 0,829 21,4% 

Motivasi Kerja (X3) -> Kinerja 

Pemerintah Daerah (Y) 
0,259 0,835 21,6% 

TOTAL PENGARUH (R2) 74,8% 

Uji t Akuntabilitas Keuangan (X2) terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 

Latent Variable Koefisien Jalur tstatistik tkritis Keterangan Kesimpulan 

X2 -> Y 0,258 1,4208 1,310 Ho ditolak Signifikan 

Uji t Akuntabilitas Keuangan (X2) terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 

Latent Variable Koefisien Jalur tstatistik tkritis Keterangan Kesimpulan 

X2 -> Y 0,258 1,4208 1,310 Ho ditolak Signifikan 

 

Uji t Motivasi Kerja(X3) terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 

Latent Variable Koefisien Jalur tstatistik tkritis Keterangan Kesimpulan 

X3 -> Y 0,259 1,3566 1,310 Ho ditolak Signifikan 
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